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Menimbang

Mcngmgat

hahwa untuk melaksanakan Insiruksi Presiden Nomor
3 Tabun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan clan Sura* Edaran Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
PeTubangunan Nasional Nomor 0445/ M.PPN/ 11/20 1 0
ten tn ng Pedoman Pern usunan Rencana Aksi Daerah
I’rrerpatan Pencapaian Target Millennium Development
GonLs (RAD-MDGs). perlu mcnetapkan Peraturan Bupati
teniang Rencana Aksi Daerah Pcnyediaan Air Minurn
d.iTi Penvehatan Lingkungan Kabupaten Pringsewu
Tabun 2019-2021:
I. I Judang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tenia ng

Somber Daya Air (LembaruT- Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 32. Tambahan
l^mbarar. Negara Republik Ir.dones'.a Nomar 4377p

2. Undang-Undang Namor 4S Tahun 2008 lemang
Pembentukan Kabupaten FVingsewu di Provinsi
Lamptmg (Lembarati Negara Republik Indonesia
Tabun 2008 Nomor 185, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932};

3 Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 ten tang
Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2009 Nomor 112. Tambaban
U-mbaran Negara Republik hitlonesm Nomor 5038b

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 t.entang
Krsrhatan (L-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor I 1-4. Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5003);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
I ’c m bentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambaban lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



h. Unclang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lem bcrar. Negara Republik
Indonesia Tahun 201- Nonor 244, Tambahan
l^Tibarar. Negara Republik Indonesia Nonor 5587i
sebagaimana telah diubah libera pakali terakhir
der.gan Undang-Undang Nornor f) Tahun 2015
(Lem ba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Urmbaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomoi' 16 Tahun 2005
ten tang Pengembangan Stst*‘in l^mediaan /Xir
Minum iLembarar. Negara Rcpi. blik Indonesia Tahun
2005 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4490;:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasr Pern elenggaman Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Ixtmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 481 b);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);

11. Peraturan Pemerintah Nomm 185 Tahun 2014
tentang Percepatan Penycdiaan Air Mmum dan
Saniras; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 389 u

12. Peraturan Pemerintah ,Nomor 18 Tahun 2CU6
tentang Perangkat Daerah i Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.
Tambahan lembaran Negara Republik. Indonesia
Nomor 5887);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Pemberian Jaminan dan Snbsidi Bunga Oleh
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum;

bl. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2007 Leu tang I’enyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
20 H} tentang Pclaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara
Penvusuran. Pengendaiian dan Evaluasi
Pe-aksanaan Rencana Pembangjnan Daerah:



Meriv’upka n

16. Peraturan Meuten Pekerjaan Umum dan Pcrurnahan
Rakyat Nemer 14/PRT/M/2015 tmlai ig Kriicria dan
Penetapan Status Dacrah Irigasi;

17. Peraturan Menteri Dalam Negtri Nomar SO Tabun
2015 ten tang Petnbentukan Prod uk Ihikum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5
Nemer 20361 sebagaimana relab die bah dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nemer 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia '[’alum 2018
Nemer 157|;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsew u Nemer 0“
Tahun 2010 tentang Pukok-pekok PriigvUlarm.
Keuar.gan Daerah iLemharan Darrah Kabupaten
Bringsetvu Tahun 2010 Nomur 07 i;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Prmgse^u Nemer 16
Tarun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pnngsrwu fLcmUeHn
Dacrah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nemer
16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Phngsrwu Ne;nor 01
Tahun 2019 tentang Sanitasi Tefal Bei basis
Masyarakat Berkclanjutan (L.emharan Daerah
Kabupaten Prmgsewu Tahun 20 1 9 Nemer 0 I ) .

21. Peraturan Bupati Pringsewu Nemer 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisesi, Ti i gas
Pokok, Fungsi dan Tata Kcrja Ba danHadar;
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nemer 44^

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKST
DAERAH PENYEDIAAN AIR .MI NUM DAN PENYE] f ATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN PR’NGSEWU 'A\UUN 2019
2021 .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dctigmi:

1 . Dacrah adalah Kabupaten Pringsewu.

2 Bupati adalah Bupati Pringsewu

3 Hadan Perencanaan dan Pembangunaii Dacrah yang
selanjutnya disingkat SAPPEDA adalah Bndan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pringsewu.



4 Organisasi Perangkat Daerah van” srlanjutnya
disingkat OPD adalah Organ isasi Perangkat Daerah
Kabu paten Pringsewu.

5. Rencana Aksi Daerah Penycdiaan Air Minum dan
Pcnyehatan Lingkungan selarijutnya disingkat
dengan RAD-AMPL adalah dokumen oprrasionalisasi
kebijakan daerah jangka menengah dalam
pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi
yang mcnerapkan pendekatan herbasis masyarakat
dan pendekatan kelembagaan dakmi rangka
mendukung percepatan pencapaimi tujuan
Pembangunan Milenium. khususuya pada target 7C
perihal proporsi pend nd uk dengan akses trrhadap
air minum dan sanitasi la>ak dan berkclarjutan
serta pencapaian target mu vers rd amw di bidang
air minum dan san hast.

6 Sumber air minum vang lawik melijm ti air minum
perpi paan dan air minum non perp i paan terhndung
vang be rasa! dan sumber air brrkualitas dan
berjarak sama dengan atan lebih dan 10 (sepuluhj
meter dari tempat pembuatigan kmoniu dan/atau
rerlindung dari kontaminasi Jainnya. Sum her air
minum yang layak, melipini air ledmg. krran umum.
sumur bor atau pompa, sumur tri ündung dan mata
air (erHndung serta air hujan.

7. Sumber air minum tak layak didelmisilmn sebagai
sumber air dimana jarak antara sum her air dan
tempat. pembuangan kotoran ku rang dari 10
(sepuluh) meter dan /ata u lidak ter]indung dari
kontaminasi lainnya. Surnber terse but antara lain
mencakup sumur galian >ang tak terlindung. mata
air tak terlindung. air >ang diangkut dengan
tangki/drum kecil dan air perm ukaan dari sungai.
danau. kulam dan saiuran irigasi/ drammse.

S. F'asilitas samtasi yang layak didefimsikan sebagat
sarana vang aman. higienis dan maman \ang dapat
menjauhkan pengguna dan Imgktmgan d i sekna mya
dan son tak dengan kotoran manasia.

9. Fasilitas sanitasi vang Lavak mmrakup kloset
dengan leher angsa. toilet guyur tniletj yang
terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan
atau tangki septik. termasuk jam ban etinpl ung (pit
latrine) terlindung dengan segel slab dan von til a si
serta toilet kompos.

10 Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain
meliputi toilet yang mengalir kr seLoknm sailwan
terbuka. sungai atau lapangan trrbuka. jam ban
cemplung tanpa segel slab, w<idnh mnber dan toilet
gantung.



1 1 , Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan
yang menempatkan masyarakat scbagai pelaku
utama dan penentui dalam penvelengga raat i

peiayanan. melaiui proses pemberdayaan clan
partisipasi aktif masyarakat.

12. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan
pem elenggaraan peiauanan rr.elalui dinas. badan,
perusahaan daerah dan lembaga swasta.

13. indikator Tujuan Pembangunan Mnenium Ur.tuk
Peningkatan Akses Air Minum adalah pruporsi
rumah tangga dengan akses bcTkclanjumn *r: hadap
sumber air minum layak. pcrkotaan dan perm-saam

1 A indikator Tujuan Pembangunar Milrmum Untuk
Peningkatan Akses Sanitasi adalah pruporsi rumah
tangga dengan akses berkelanjutan terhadap
sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.

15 Standar Peiayanan Minimal yang selanjurnva
disingkat dengan SPM adalah kerenruan tentang
jenis dan mutu peiayanan dasar yang merci pakan
urusan wajib daerah yang bcrhak dipcroleh srï iap
warga secara minimal.

16. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah icmedianya
akses air minum yang aman melaiui Sistem
Penyediaa.n Air Minum dengan jaringan perpipaau
dan bukan jaringan perpipaan tcrlindungi dengmi
kebutuhan pokok minimal 90 (sembilan puluhj
Uter/orang/hari.

17. Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah tcrsrdianya
sistem air limbah setempat yang memadai dengan
target SPM 60% (enam puluh persen), tl au
tersedianya si stem air limbah ska la
komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 6%
[lima persen).

18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/
program yang dicapai schubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantnas dan
kuaütas yang terakur.

19 . indikator Kinena adalah alat ukur spesifik secam
kuantitatit dan/atau kualitatif umuk masukan.
proses, keluaran. hasil. manfaar dan/ a ma dampak
vang menggambarkau tmgkat capaian kmer:a suatu
program atim kegiatan.

20. Isu Strategis adalah permasalahan mama dan
tantangan utama yang dinilai paling priorkas tint uk
ditangani selama periode perencanaan ku rma
dampsknya yang signiiïkan. bagi daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mrTidesak.
berjangka menengah dan/atau pan jarig dan
menent iikan tujuan pernbangu nan.



2 1 . Arah Kebijakan adalah pedcman tindakan \ang
diambil oleh Pemerintah Daerah untuk rneneapai
tuiuan dan sasaran pembangunan.

22. Srrategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu
berisikan program-program indikatif untuk
mencapaj tujuan dan sasaran pembangunan.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan wang
bensi satu atau lebih kegiatan yang dilak&anakan
oleh OPD atari mas_\arakat yang dikoordmasikan
oleh Pemerimah Daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan pembangunan dacrah.

24. Kegiatan adalah bagian dari program \ang
diiaksanakan oleh satu atau beberapa OPE) sehagai
bagian dari pencapaian sasaran tern knr pada stialu
program dan terdi ri dari sekumpuian tindakan
pengerahan somber daya baik yang berupa person it
(sumber daya manusia), barang modal mtinasuk
pcralatan dan teknologi, dana atan kombinasi dari
beberapa atan kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan (input) untuk mcnghasilkan
keluaran (output} dalam bentuk barang/ jasa.

25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa
instansi/pejabat yang mempunyai tngas dan
wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan
untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan
dupfikasi.

26. Remantauan adalah kegiatan mcngamali
perkembangan pelaksanaan rencana pembaugiuian,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalaban
yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapal
diambil tindakan sedini mungkin.

27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah >ang
selanjutma disingkat APBD adalah rencana
keuangan Pemerintah Daerah yang disetuiui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

29. Penvediaan Air Minum dan Sanitasi Herbasis
\ selanhtm a discbuL P.AMSIMAS

adalah salah satu program yang diiaksanakan oleh
Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank
Duma, vang diiaksanakan di wilayah perdesaan dan
pinggiran kota. dalam hal im wilayah kabupaten
Pnngsewu.



BAB II
PERAN, FUNGSI. RUANG LI NG KU? DAN KEDU DURAN

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tabun 2019-2021
berpcran sebagai rencana pengem bangan kapasitas
daerah. untuk perluasan program pelayanan air minum
dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian
pendekatan AM PL berbasis masyarakat selama Tabun
2019 sampai dengan Tahun 2021 dalam rangka
mend ukung percepatan pencapaian target universal
akses, yaitu 100% (seratus persen} akses air mi num. 0%,
(nol persen} pemukiman kumuh dan 100% (seratus
persen) akses sanitasi sebagaimana tercan turn dalam
Lampiran yang merupakan bagian ridak terpisahkan
dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasa! 3

RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021
berfungsi sebagai:
a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air

minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum

dan sanitasi yang menerapkan pendekatan
PAMSI MAS dan pendekatan kelembagaan;

c. media intemalisasi program /kegiatan dengan
pendekatan PAMSIMAS ke dalam program /kegiaian
OPD yang menangani bidang AMPL: dan

d. acuan pengaiokasian anggaran APBD bagi program-
program peningkatan kineija pelayanan AMPL,

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RAD-AMPL mencakup:
a. penvediaan akses air minum layak dan

berkelanjutan:
b. pemicuan perubahan penlaku (PHBSl melabai CTPS

dan SBS dan penvediaar akses sanitasi dan
berkelanjutan;



c. pengelolaan air limbah;

c. pengelolaan air limbah rumah tangga: dan
e. penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Bagian Keempat
Kedudukan

Pasal 5

RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Taliur. 2014 202 1
yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pringsewu untuk mendukung percepatan pencapaian
tujuan pembangunan dan target SPM bidangair minum
dan sartirasi menjadi dokurnen yang barns digunakan
dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD}, Rencana Ketja (Renja} OPD dein AI’BD
Kabupaten Pringsewu sampai dengan Tahun 2021

BAB Ill
PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 6

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tabun
2019-2021 adalah melalui RKPD, Renja OPD. APBD
Kabupaten Pringsewu serta dapat melalui Integrasi RAD
AMPL Kabupaten Pringsewu ke dalam program /kegiatan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha
dan tnasyarakat

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019-202 1 dengan dan a di !uar APBD
Kabupaten Pringsewu maka pelaksanaan program/
kegiatan tersebut dikoordinasikar* oleh BAPPL DA dan
OPD teknis terkait.

Pasal 8

Pencanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten
Pringsewu Tahun 2019-2021 rerbuka bagi sumber-
sumber pendanaari di iuar ARAD dan APBN. cimgaji
te'iap berpedoman pada mekanisme >ang disepakati
antara Peinermtah Kabupaten Pringsewu dengan pi bak
penyandang dana.



Pasal 9

(1) Pelaksanaan RAD-AMPL Ka bu palen i’ringsrwu
Tahun 2019-2021 tetap harus memperhatikan basil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lahun
sebelumnya.

(2| Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL trrjadi
perubahan capatan sasaran tahunan tetapi Odak
mcngubah target pencapaian sasaran akhir Tahin i

2019. maka perabahan sasaran dimuat dalam RKPD
dan Renja OPD berdasarkan laporan prmantauan
dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV
RDMAKTAU AN DAN EVALLASJ RAD-AMPL

Pasal 10

(U Pemantauan pelaksanakan RAD-AMPL dilakukan
minimal 2 (dua) kali dalam setahuu.

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pa da
setiap akhir tabun pelaksanaan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL mcnjadi
bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun
berikutnya dan merupakan informasi publik.

(4) Kepala OPD Kabupaten melakukan pemimtauan dan
evaluasi program/ kegiatan RAD-AMPL yang mrnjadi
tanggung jawab OPD masing-masing

(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evahjasi

menunjukkan adanya ketidakscsuaian/
penvimpangan hasil, Kepala OPD melakukan
tindakan perbaikan / penyempurnaan.

(6) Kepala OPD melalui Tim Teknis Penvusun RAD
AMPL menyampaikan hasil pemaTKauan dan
evaluasi kepada Kepala BAPPEDA.

(7| Mas^arakat berhak memampaikan pendapat dan
masukan kepada Pemerintah Darrah melalui Tim
Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja
pembangunan air minuin dan pem fhntan
imgkungan daerah.

(8j Masyarakat berhak memperoleh inkn-masi tentang
hasil tindak lanjut pendapat dan mast j krui nya
lersebut.

[9] Kepa.ia BAPPEDA melakukan f-valimsi Irrh.-nkip
laporan hasil pemantauan dan evaluasi vang Uriah
dioiah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL.

(lO)Dalam hal evaluasi dari hasil prmmiiauan
ditcmukan adanya ketidaksesuatan / pen vim panga n,
Kepala BAPPEDA menyampaikan rekoinendasi dan
langkah-langkah penyempurnaan i.mluk
ditindaklanjuti o1eh Kepala OPD.



(11) Kepala OPD menyampaikan hasii Linduk lanjut
perbaikan / penyempumaan kepada Kepala
BAPPEDA.

(12) Kepala BAPPEDA melaporkan basil peman1aua n dan
evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paria tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan
penempatannya
Pringsewu.

Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupat.cn

Ditetapkan di Pringsewu
pada tangga1 2 ,pri1 211v
BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI

Diijndungkan di Pringsewu
pada langgal 2?
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDIMAX PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR -T' ;

Sesuai dengan oslinya
Kepnla Ëagini Hukiiw

S£lErctai*iat Daerah. Kdbupaten Prln^Eemi

[HSAN HENDRAWAN, S,H

Hp
Typewritten text
dto

Hp
Typewritten text
dto



LAMPiRAN ; PÊRATURAN ÖUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 2?
TAHUN : 2019

KATA PENGANTAR

Air minum dan sanitasi inerupakan kebutuhan dasar manLisia yang

menen tukan tingkat kesejahteraan manusia sebagai individu dan

masyarakat scbagai suatu keiompok. Oleb sebab itu, penca paian kincrja
pelayanan air min urn dan sanitasi menjadt salah satu indikator dalam

Indeks Prmbangunan Manusia (IPMj atau Human Development Index 1 HOI i .

Peraturaii Pemrrintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Penydcnggaraan Pernerin taban Daerah memuat indikator persentase

penduduk tjerakscs air minum dan persentase rumah tinggal bersanitasi
sehagai bagian dari indikator kinerja kunci polayanan dasar.

Pennasalahan penyediaan air minum yang sangat terkail dengan

pola hid up masyarakat akan semakin tertekan sebagai akibal proses

migrasi yang semakin tinggi. Dalam konteks ini proses urbanisusi dan

kemiskirmn menjadi salah satu pemicu makin tingginya kebutuhan akan

air minum yang layak khususnya pada daerah kumuh maupun dacrah
pinggiran kota. Permasalahan air minum yang layak dan jx'nyvhatan

Jingkungan perlu dilihat dalam konteks yang lebib luas dalam rangka
mencapai target RPJMN Tahun 2019. Ketersediaan air minum yang iavak
semakin sulit aki bat tekanan atau beban SLiatu kota atau daerah maupun

aki bat kondisi sanitasi yang tidak balk yang berakibat terhadap kualitas air
bakt] yang ada.

Peiiyasunan RAD-AMPL pada Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia

me ru pakan bentuk nvata komitrnen pemerintah dan Pcmerintah Daerah

scbagai pclak u langsung pembangunan untuk bersama-sama mcwu pidkan

target universal access pada KPJMN Tahun 2019.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan. Pelaksanaan dan

Beman taimn RAD-AMPL Program PA MSI MAS yang disahkan oleh Direktur

Jend ral (Opia Karya pada bulan April tahun 2016 yang menyatakan hahwa

“RAD AMPL disusun untuk periode 5 (Lima) tahun dalam rangka

percepatan Uncvcrsal Acces 2019 dan bagi Kabupaten yang bel urn memiliki
atau akan memperbaharui RAD-AMPL, periode perencanaannya adalah

2017 202 1 dengan tahun 2016 sebagai baseline dan pasca 2019 adalab

j



tabun pemantapan/peningkatan kualitas layanan"J maka disusunlah Aksi

Daerah yang lelah dilakukan pada tahun 2017-2018 tentang Air Minum

dan Penyehatan Lingkungan (AD-AMPL) dan. Rencana Aksi Daerah (RAD-

AMPL) tahun 2019-2021 yang secara umum bertujuan untuk

mengembangkan kemampuan kapasitas daerah dalam penyediaan

pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan sekaligus memberikan

informasi tentang aksi daerah (AD-AMPL) yang telah dilakukan pada tahun

2017-2018 ,

Setiap komponen pelaku pembangunan dengan adanya RAD-AMPL

akan mampu untuk berkomitmen dan semakin berperan dalam perluasan

program pelayanan AMPL. Peran serta masyarakat dalam hal ini

merupakan salah satu kunci keberhasilan program AMPL sehingga

pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat sangat ditekankan

dalam pelaksanaan kedepan.

PringsewUj 30 April 2019

Kepala Bappeda Kabupaten
Pringsewu

Rclawan, E. MM
Pembina TStama Muda
NIP. 19640926 199203 1 002
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan

Pemantauan RAD-AMPL Program PAMSIMAS yang disahkan oleh

Direktur Jendral Cipta Katya pada bulan April tahun 2016 yang

menyatakan bahwa “RAD-AMPL disusun untuk periode 5 (Lima)

tahun dalam rangka percepatan Universal Acces 2019 dan bagi

Kabupaten yang belum memiLiki atau akan memperbaharui RAD-

AMPL, periode perencanaannya adalah 2017-2021 dengan tahun

2016 sebagai baseline dan pasca 2019 adalah tahun

pemantapan/peningkatan kualitas layanan”, maka disusunlah Aksi

Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2017-2018 tentang Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan (AD-AMPL) dan Rencana Aksi

Daerah (RAD- AMPL) tahun 2019-2021 yang secara umum bertujuan

untuk mengembangkan kemampuan kapasitas daerah dalam

penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan

sekaligus memberikan informasi tentang aksi daerah (AD-AMPL) yang

telah dilakukan pada tahun 2017-2018 .

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu

Tahun 2016, cakupan layanan air minum di Kabupaten Pringsewu

masih mencapai 85,0%, sedangkan cakupan akses sanitasi sudah

100,0%, adapun sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, diharapkan

cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan

100 % untuk sanitasi.

Untuk pencapaian target nasional diperlukan suatu

perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi

acuan seluruh pihak yang berkepentmgan. Rencana Aksi Daerah

bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan

berguna sebagai acuan lebih lanjut.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam
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melaksanakan pengembangan air minum dan sanitasi yang

berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air

minum dan sanitasi;

2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan

hukum) dalam kesatuan yang utuh danterintegrasi dengan
prasarana dan sarana sanitasi;

3, memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara
berkelanjutandalam rangka peningkatan derajat kesehatan

masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas (Program Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Pemerintah Pusat

hermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk

dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses

masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir

program ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat
memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan

Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), balk yang

berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model

Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Pringsewu

dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan

lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas

mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan

kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat

seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

(1) penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam

bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai

dokumen pcndukung RPJMD (dan menjadi substanisi RPJMD

bagi Kabupaten/ Kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam

pencapaian target RPJMN Tahun 2019 bidang air minum dan

penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui

integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
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Daerah), Renstra OPD terkait, dan Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota,

(2) peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum

dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan

kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi

Pengelola SPAMS perdesaan, KPSPAMS dan Kader AMPL dan (2)

peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain

penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan

Sistem Irdormasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan

Berbasis Masyarakat dan (3) pengembangan regulasi yang

mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi National Bidang Air Minum dan Penyehatan

lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari

penyusunan RAD-AMPL ini adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2004 tentang Sumber Daya Air;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2012 tentang Perlindungan

Lingkungan Hidup;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali menjadi Undang

- Undang no 09 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara;
9, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional;
10, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air;
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11 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pcmberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
Modal di Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nornor 185 Tahun 2014 tentang

Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;

13. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama

Daerah;
14, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keija Kementerian

Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian

Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam

Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pekeijaan Umum Tahun

2010-2014;

18. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekeijaan Umum dan

Penataan Ruang;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/ Menkes/SK/ IX /2008
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/ Menkes/ Per/ IV Tahun

2010 tentang persyaratan kualitas air minum;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 736/ Menkes/ Per /VI Tahun

2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercanturn Peraturan

Menteri Pekeijaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air

Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan

sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan

ketersediaan air minum yangmemadai baik kuantitas, kualitas,

kontinuitas dan keteijangkauan. Secara umum, daerah perkotaan
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dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas
mempunyai kriteria sebagai berikut:
a, seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum

yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan,

perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;

b. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM
dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;

c. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air,

seperti disentri, tipus, diare dan sebagainya;

d. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;

e. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari

pengusahaan air minum yang efisien, profesional dan terjangkau,
khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;

f. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi

dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan

g. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat

bersama-satna mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi

keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan

untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera

dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah

permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah

permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah

domestic (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur

dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah

industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan

Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak

menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air

tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti

diare, typus, koléra dan lain-lain.

Beberapa upaya pcncapaian sasaran RPJMN 20IS - 2019 ,

kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi ;

1. peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system on-site
maupun off-site di perkotaan dan perdesaan;

2. peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana
sanitasi;.
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3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pcngembangan system sanitasi;

4. penguatan kelembagaan;

5. pcngembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1,4. Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah
1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 492/Menkes/ PER/ IV/ 2010 menjelaskan air minum adalah

air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan

yang memonuhi syanat kesehatan dan dapat langsung di minum. Air

minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika,

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter

wajib dan parameter tambahan sesuai yang tercantum dalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/ Menkes/ PER/IV/ 2010.

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan

dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber

air berkualitas dan beijarak sama dengan atau lebih dari 10 meter

dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari

kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng,

keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air

terlindung serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air

dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran

kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi

lainnya. Sumber tersebut antara lain tnencakup sumur galian yang

tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan

tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan

saluran irigasi/drainase.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang

aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan

lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa,

toilet guyur (flush toilet yang terhubung dengan sistem pipa saluran
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pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit

latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos.

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet

yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan

terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet

gantung.

Untuk lebih memaharni sumber air minum dan sanitasi yang

layak dan tidak layak dapat dilihat pada tabel berikut

Tabei 1.1, Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang
Layak/ improved

*) Karena tidak arm atau harga per gatuannya lebih mahal
Sumber. Global Water Supply and Sanitation 2000 Report

Sarana Improved/ Layak Unimproved*} /Tidak layak
Air
Minum

- House connection
(Sambungan rumah (SR))

- Standpost/ pipe (hidran)
- Borehole (sumur bor)
- Protected spring or well
(sumur terlindungi)

- Collected rain water (air
hujan)

- Water disinfected at the
point of use

- Unprotected well (sumur tak
terlindungi}

- Unprotected spring (mata air
tak terlindungi)

- Vendor-prouided water (Air
dari penjual/pedagang)

- Bottled water (Air kemasanJ
- Water provided by tanker

truck (air dari tanker truck)

Sanitasi

!

- Sewer connection (sewer)
- Septic tank
- Pour flush (closet duduk)
- Simple pit latrine (cubluk)
- Ventilated Improved Pit¬

latrine (cubluk dengan
ventilasi udara)

- Service or bucket latrines
- Public latrines
- Latrines with art open pit

1.4,2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan (RAD-AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan

pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan unruk periode 5

(lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengcmbangan

kapasitas daerah unruk perluasan program pelayanan AMPL serta

pengadopsian pendekatan AM PL berbasis masyarakat (Pamsimas).

RAD-AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang

bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi
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Pernerintab Daerah dalam pengembangan program AMPL dalam

periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD-AMPL mencakup:

1) penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;

2) pemicuan perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang air

besar Sembarangan (SBS) dan penyediaan akses sanitasi layak

dan berkelanjutan;

3) pengelolaan air limbah;

4) pengelolaan limbah rumah tangga;

5) penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD-AMPL ini adalah sebagai

“charmer internal!sasi program/kegiatan dengan pendekatan

Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang

AMPL, maka program kunci RAD-AMPL adalah program-program

yang berhubungan dengan:

1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

berbasis masyarakat ;
2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;

3} Program pemicuan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;

4) Program pengelolaan lingkungan;
5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air

minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan Kabupaten/Kota.
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BAB II
KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN

TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat Ini

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di wilayah

Provinsi Lampung, yang terletak pada 104*45’25’ ST — 10508*42" BT dan

5"8TOB LS ~ 5°34’27” LS.

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan

Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah ;
b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan

Air Naningan, Kabupaten Tanggamus ;

c. sebelah SeIatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan

Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;

d, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon,

Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan

Kedondcng, Kabupaten Pesawaran ;

Kabupaten Pringsewu memiliki luas wilayah seluas 625,1 km2 atau

62.510 Ha. Seluruh wilayahnya berada di daratan yang memiliki kondisi

lahan yang cukup datar hampiz berada disetiap Kecamatan dan wilayah

berbukit teijal terdapat dibagian Selatan (Kecamatan Pardasuka) dan di

sebelah Barat Daya (Kecamatan Pagelaran). Secara administratif

Kabupaten Pringsewu memiliki 9 Kecamatan. Keberadaan Kabupaten

Pringsewu sebagai pintu gerbang utama telah ditunjang sarana

transportasi yang cukup memadai seperti jalan Nasional Arteri Primer

Bandar Lampung-Tanggamus.



Tabel 2.1. Pembagiandan Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu

No Kecamatan
Jumlah Luas Wilayah

(KM2)Kelurahan Desa Total

1 Pardasuka 13 13 94,64

2 Ambarawa 8 8 30,99

3 Pagelaran 22 22 72,47

4 Pagelaran Utara 10 10 100,28

5 Pringsewu 5 10 15 53,29

6 Gadingrejo 23 23 85,71

7 Sukohaijo 16 16 72,95

8 Banyumas 11 11 39,85

9 Adiluwih 13 13 74,82

TOTAL 5 126 131 625,00

Secara administrasi, Kabupaten Pringsewu mempunyai 9 Kecamatan,

5 Kelurahan dan 126 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada

Tahun 2016 adalah 390.486 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk

sebesar 1,10% per tahun.
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Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Prediksi Tahun 2021
Kabupaten Pringsewu—

No.

—
Kecamatan

Tahun 2019 Prediksi Tahun 202 1

Jumlah Luas
Wilayah Jumlah Luas

Wilayah /
KM2/Jiwa / KM2 /Jiwa

1 Pardasuka 35,558 94,64 36.272 94,64

2 Ambarawa 35.484 30,99 36.197 30,99

3 Pagelaran 48.302 72,47 49.272 72,47

4 Pagelaran Utara 16.024 100,28 16.346 100,28

5 Pringsewu 84.868 53,29 86.574 53,29

6 Gadingrejo 75.960 85,71 77.487 85,71

7
...

Sukoharjo 49.804 72,95 50.805 72,95

8 Banyumas 21.165 39,85 21.591 39,85

9 Adiluwih 36.186 74,82 36.914 74,82

TOTAL 403.350 625,0 411.458 625,0

Sumber : R1SPAM Kabupaten Pringsewu 2015-2035

Berdasarkan rincian tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten

Pringsewu pada Tahun 2019 sebesar 403,350 jiwa sedangkan proyeksi

jumlah penduduk Tahun 2021 sebesar 411.458 Jiwa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tahun 1980, yang

dikatakan perkotaan adalah suatu wadah yang memiliki batasan

administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratie Kota juga

berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non
agraris, misalnya ibukota Kabupaten, ibukota Kecamatan yang bcrfungsi

sebagai pusat pertumbuhan.
Sedangkan untuk perdesaan adalah kesatuan wilayah yang dihuni

oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri

(dikepalai oleh seorang Kepala Desa} atau Desa merupakan kelompok

rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa

Indonesia}.

2.1.1 Air Minum

Untuk Kabupaten Pringsewu, sampai dengan Tahun 2018 persentase

penduduk yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum

berkualitas (layak} adalah sebesar 85,0% (Dinkes Pringsewu, 2018}.

11



Secara rinci akscs Sarana Air Minum (SAM) layak Kabupaten Pringsewu

dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikutini:

Tabel 2.3. JumJah Rumah Tangga Dengan Akses Berkclanjutan Terhadap
Air Minum Layak

No Kecamatan
Perpipaan

(PDAM,
BPSPAM)

Sutnyr
Gali

Mata
Air

Sumur
Bor PAH Terminal

Air

Jumlali
Total
(Jiwa)

1 Piarclasitka 0 6095 [ 27.918

2 Am baruwa l 6120 64 70 304 5.602

3 Pagelaran o 4044 118 31.687
1—

4 Pagfdaran Utara 0 72 12 1 12.825

5 Pringsewu 304 1254 11 5.990

6 Gadingrcjo 0 9668 48.975

7 Sukoharjo o 536 1.977

8
-

Banvumas
—

1 4012
—

271
-T-

9 Adiluwih 0 7669 4 8 35.017

TOTAL 306 30.31 1 15 202 70 365 170.262

Sümber : Profit Data kabupaten Pringseum 2015 dan Laparan Dinas Kcsehabm Prat/.
[xunpuug fuhüH2014

2.1.2 Snmtasi

Status capatan penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak

(jamban sehat) untuk Kabupaten Pringsewu adalah stliesar 100,0%.

Ditinjau dan sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan

sanitasi Kabupaten Pringsewu ditampilkan dalam Tabel 2 4. berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jems Sarana Sanitasi
Tahuii 2018

NO

“

KECAMATAN
JAMBAN

KOM UN AL
(UNIT)

JAMBAN
LEHER
ANGSA
(UNIT)

LA1N-LAIN/
PLENGSENGAN

(UNIT)

CEMPLUNG
(UNIT)

JUMLAH
TOTAL
(UNIT)

l Pardasukn 600 8.676 0 i 0 9.276
111

Amiiamwa 633 8.759 0 0 9.392

3 Pagelaran 616 12.176 0 0 12.792

4

— —
PageLaran
Ulara

510 3.254 0 0 3.764
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1

5 Pnngsewu 942 21.900 0 0 22.842

6 Gudingrejo 1.000 18.135 0 0 19.135

7 Sukoharjo 327 11.235 0 0 1 1.502

8 iianyumas 874 4.791 0 0 5.065

9 Adiluwih 55 9.297 0 0 9.352

TOTAL 5.557 98.223 0 0 103.780

Sumber ; Dr nas Aesehaïnn Kabupaten Pringsewu Tahuri 20 IS

Tabei 2.5. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Pringscwu
Tahun 2018 - 2019

Capaian
Ka bupaten/

Kota

Capaian
Provinsi

Capaian
Nasional

Target
Kab/
Kota

Target
Nasion

al
N
o Jndikatnr

2018 2018 2018 2UL9 20 19

J

i

i

Cakupan
pend nd uk

dengan
akses air
miniim yang
la yak

93,0 93,0 92,1 100

1

100

I

a. Perkotaan 95.0 100 100

h, Perdesaatl 91.0 93.0 92,1 100 100

rr“ Caku pan
penducink
(%) dengan
akaes
sanitasi yang
lav:tk

100,0 92,0 93.0 100 100

.

a. Perkotaan 100,0 100 100

b. Peidesaan 100,0
.

92,0

.

93,0 JOO 100
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Pada cakupan penduduk (%) dengan akses air min urn layak pada

Tahun 2017 dan 2018 terjadi kenaikan dari 85,0% mcnjadi 93,0% hal ini

disebabkan karena untuk Kabupaten Pringsewu baru mulai

menganggarkan DAK untuk kegiatan air minum berupa jxwnpa bor.

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian

Provinsi pada Tahun 2018, status capaian kinerja ptlayanan air minum

Kabupaten Pnngse^u telah menyamai rata-rata Provinsi. Capaian ini juga

melampaui/diatas rata-rata capaian nasional.

Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian

Provinsi pada Tahun 2018, status capaian kinerja pelayanan sanitasi

Kabupaten Pringsewu telah melampaui/diatas rata-rata Provinsi. Capaian

ini juga, melampaui/diatas rata-rata capaian nasional.

2.2 Permasalaban

2.2.1 . Ajr Minum

Capaian akses Sarana Air Minum yang layak untuk Kabupaten

Pringsewu pada Tabun 2018 adalah 93,0%.Ini berarti terdapat kesenjangan

yang cukup tinggi untuk mencapai target RPJMN Tahun 2019 yaitu
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sebesar 7,0%. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan terkait AMPL.

Secara rinci permasalahan air minum tersebut dapat dilihat dari berbagai

aspek seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Permasalahan Mendesak Air Minum

i A. Sistem Air minurn Permukiman:
l.Aspek

Pengembangan
Sarana dan
Prasarana:

User Interface'.

• Jurnlah SR di Kabupaten Pringsewu adalah 1

2.666 unit, sedangkan jumlah penduduk adalah
sebanyak 395.403 Jiwa.

• Akses yang baik terhadap air minum hanya
mencapai 93,0%

B. Lain-lam:
2. Aspek
Pendanaan:

Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah;
Belum tertariknya sektor swasta untuk
melakukan investasi; dan
Belum optimalnya penggalian potensi
pendanaan dari masyarakat.

3. Aspek
Kclembagaan:

Masih rendah dan terbatasnya SDM yang
terkait pengelolaan;
Rendahnya koordinasi antar instanst dalam
penetapan kebijakan.

4. Aspek
Peraturan
Perundangan
dan penegakan
hukum:

Belum memadainya perangkat Perda yang
diperlukan dalam pengelolaan;
Bclum adanya Perda terkait Restribusi Air
Limbah Permukiman.

5. Aspek Peran
serta
Masyarakat dan
Dunia Usaha /
Swasta:

Masih rendahnya kesadaran masyarakat;
Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan
system yang berbasis masyarakat;
Masih kurangnya sosialisasi mengenai ;
pentingnya pengelolaan; dan .
Rendahnya koordinasi antar instansi terkait
dalam menggerakkan peran masyarakat.

6, Aspek i Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan
Komunikasi, dan warga miskin dalam semua tahapan
PMJK kegiatan, dimulai dari proses perencanaan
(Pemberdayaan i sampai pada proses monitoring dan evaluast.
Masyarakat
dender dan

' Kemiskinan) dll.
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2.2.2. Sanitasi

Capaian akses sanitasi yang layak untuk Kabupaten Pringsewu pada

Tabun 2018 adalah 100,0%. Ini berarti sudah mencapai target RPJMN

Tahun 2019 yaitu sebesar 100,0%* Secara rinci permasalahan sanitasi

yang dihadapi Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari berbagai aspek

seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Permasalahan Mendesak Sanitasi

•

•

A. Sistem Sanitasi Permukiman: 1
1.Aspek

Pengembangan
Sarana dan
Prasarana:

User Interface-.

Jumlah Jamban keluarga di Kabupaten 1
Pringsewu adalah 98.223 unit, sedangkan
jumlah penduduk adalah sebanyak 403.350 jiwa;
Masih terdapat jamban keluarga sharing
sejumlah 5.557 unit;
Jumlah yang memiliki akses terhadap jamban
keluarga mencapai 100,0 %

B. Lain-lain:
2. Aspek
Pendanaan:

Belum tertariknya sektor swasta untuk
melakukan investasi;

• Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan
dari masyarakat.

3. Aspek
Kelembagaan:

Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkalt
pengelolaan;
Rendahnya koordinasi antar instanst dalam
penetapan kebijakan. _ _

4. Aspek
Peraturan
Perundangan
dan penegakan
hukum:

• Belum memadainya perangkaL Perda yang
diperlukan dalam pengelolaan; 1

• Belum adanya Perda terkait Restribusi Air •

Limbah Permukiman. ।

5. Aspek Peran
serta
Masyarakat dan
Dunia Usaha /

! Swasta:

Masih perlu ditingkatkan kesadaran
masyarakat;
Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan
system yang berbasis masyarakat;

* Masih kurangnya sosialisasi mengenai
pentingnya pengelolaan;
Koordinasi antar instansi terkait dalam
menggerakkan peran masyarakat perlu
ditingkatkan. i

6. Aspek
Komunikasi,
PMJK

• Masih perlu ditingkatkan sosialisasi, media j
i komunikasi, pcningkatan kapasitas masyarakat |

yang berkaitan PHBS*
i

16



| (Pemberdayaan
i Masyarakat

dender dan
Kemiskinan) dll. !

2.3 Tantangan

2.3.1. Air Minum

Tabei 2.8. Tantangan pengembangan Air minum

B. Lain-lain:

A. Sistem Pengembangan Air minum:
l.Aspek

Pengembangan
i Sarana dan
; Prasarana:

Menurunnya debit air sumher sum ber utama air
baku;
Meningkatnya aktivitas masyarakat yang
metnerlukan dukungan pelayanan air minum.

2. Aspek
Pendanaan:

i
1

Isu air minum belum cukup diprioritaskan
dalam perumusan program dan kebijakan
anggaran;
Keterbatasan anggaran pcmenntah dalam
pemenuhan dan penyediaan sarana air minum;

1 * Dimusim kemarau masyarakat barns membeb
air minum.

3. Aspek
Kelembagaan:

!

Belum optimalnya koordinasi antar program dan
antar peiaku bidang air minum dan penyehatan
lingkungan;
Masyarakat belum mempunyai kelembagaan

L yang khusus mengurusi air. i- Belum ada peraturan daerah yang mengatur
kebijakan pengelolaan air minum secara
komprehensif.

. ... . - i

| • Rendahnya partisipasi aktif masyarakat; i
Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap i
pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ‘
(PHBS). ;

4, Aspek
Peraturan
Perundangan
dan penegakan
hukum:

i 5. Aspek Peran
serta
Masyarakat dan
Dunia Usaha /
Swasta:

6. Aspek
Komunikasi,
PMJK
{Pemberdayaan
Masyarakat
dender dan
Kemiskinan) d11.

• Masih minimnya sosialisasi, media komunikasi, j
peningkatan kapasitas masyarakat yang
berkaitan PHBS.

i
|
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2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.9.Tantangan pengembangan Sanitasi

A. Slatem Pengembangan Sanitasi
1, Aspek

Pengembangan
Sarana dan
Prasarana:

Semakin luasnya wilayah permukiman yang :
behim dilengkapi SPAL yang sesuai standar. |

B. Lain-lain:
2. Aspek

Pendanaan:
• Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama

lain karena ego sektoral dan banyaknya
program'program AMPL dan program-program
tersebut memiliki metode pendampingan
berbeda-beda.

3, Aspek
Kelembagaan:

4. Aspek
Peraturan
Perundangan
dan penegakan
hukum:

Belum öptimalnya koordinasi antar program dan
antar pelaku bidang sanitasi.
Belum ada peraturan daerah yang mengatur
kebijakan pengelolaan air minum secara
komprehensiL

5. Aspek Peran
[ serta
1 Masyarakat

dan Dunia
Usaha /
Swasta:

Rendahnya partisipasi aktif masyarakat.
Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap
pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)

6. Aspek
Komunikasi,
PMJK dik

• Masüi minimnya sosialisasi, media komunikasi,
peningkatan kapasitas masyarakat yang
berkaitan PHBS
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BAB in
ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

NO TUJUAN SASARAN 1NDIKATOR
KINERJA

TARGET KINERJA :

PAPA TAHUN KE- t

2019 2020 2021

(2) (31_. (IL... (5) . . (7)
1 Meningkatkan

cakupan akses
air minum yang
layak dan
berkelanjutan

Meningkat-nya
cakupan akses
air minum yang
layak dan
berkelanjutan
dari 93,0%
menjadi 100 %

Cakupan '
penduduk
yang
mengakses air
minum yang
layak dan
berkelanjutan

100

1

100 100

Tambahan
cakupan di
perdesaan

1 100 100 :
1

100

2 Meningkatkan
cakupan akses
sanitasi yang
layak dan
berkelanjutan

Mempertahankï
n cakupan
akses sanitasi
yang layak dan
berkelanjutan
dari 100,0 %

Cakupan
penduduk
yang
mengakses
sanitasi yang
layak dan
berkelanjutan

100 100 100

Tambahan
1 cakupan di
< perdesaan

100 1i wo 100

3 Meningkatkan
kinerja teknis
dan pengelolaan
PPAM

; Meningkatnya
kapasitas
produksi

Unit IPAL baru
dengan
kapasitas 50
lt/detik

1 1 1

i
Penambahan
Sambungan
Rumah

1 J00
unit.

1.100
unit

1.100
unit

Pcnurunan
kebocoran air 25% 20% <20%
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TARCCT KINERJA
, PADA TAHUN KE-

NO TUJUAN SASARAN IND1KATOR
KINERJA

r
2019 2020 2021

IM (2) (3) _<4] (7)
4 Mengopi imolkan

kebijakan
anggaran
penyediaan air
minum dan
sanitasi serla
meningkat kan
peran pemerintah
dalam pelibatan
duniau saha

Meningkatkan
peran serta
Kelompok
Kerja
Sanitasi/AMPL
dalam
merumuskan
kebijakan
penganggaran
bidang air
minum dan
sanitasi,

Dokumen
Perencanaan
bidang air
minum dan
sanitasi.

1 25%

3.1, Issue Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan

Kabupaten Pringsewu dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu

strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan Tahun

2019 adalah:

1) kesiapan leknis dan pengjelolaan PDAM untuk memenuhi target

cakupan pclayanan;

2) rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan;
3) terbalasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat

diandalkan;

4) rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS;

5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan

cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di pedcsaan;

6) BelUrn Optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk tnelibatkan dunia

usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum

dan sanitasi; dan

7) Lema hoya peran Masyarakat dalam upaya Perlindungan Daerah

Tangkapan Air (PDTA).
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3.2. Arah Kebijakan 2019 - 2021

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL

Kabupaten Pringsewu 2019 - 2021, arah kebijakan dan strategi yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut;

1. memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) pada kawasan Perdesaan dan kawasan pengembangan

pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);

2. menerapkan pcndekatan berbasis masyarakat untuk perluasan

cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan

pedesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM ;

3. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan

akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan panwisata;

4. menggalakkan program STBM bagi pedesaan dengan tingkat cakupan

akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata Kabupaten;

5. menggalakkan kampartye dan pendidikan PUBS mclalui mobilisasi

tenaga prumosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat,

dan media massa;

6. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumbcr daya air untuk

menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan air baku serta

meningkatkan sinergi partisipasi elemen pelaku dalam melestarikan
sumber air baku;

7. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku

pembangunan air minum dan sanitasi melalui pcnguatan peran

Bappeda;

8. meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40% kebutuhan

investasi AMPL Kabupaten Pringsewu dalam rangka pcncapaian target

RPJMN Tahun 2019. Adapun sisanya (60%) diupayakan melalui

pendanaan APBD provinsi, APBN dan Corporate Social Responsibility

(CSR).

3.3. Strategi Pencapaian 2019 - 2021

Untuk meucapai arah kebijakan, rnaka strategi yang akan dilakukan

adalah sebagai berikut r
a, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum:

b. pengembangan pendanaan untuk penyelenggaran SPAM;
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c. pengembangan kelembagaan, dan peraturan-peraturan didacmh yang

1erka it dengan sanitasi dan air minum;

d. peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan;

e. membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk peningkatan kualitas

SDM;

f. peningkatan peran dan keinitraan dunia usaha, swasta dan

masyarakat; dan
g. belajar dari pengalaman sukses AMPL.
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BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

4 1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2019- 2021

Tabei 4. L Program dan Kegiatan di Bidang Air Minutn 2019- 202 1

No Kode Program Kegiatan OPD
Pelaksana

1.03.1.03.01.3S

.. .

Program
Pengembangan
Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)

Penyediaan Sarana
Air Minum dan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat III
(PAMSIMAS III), DAK
Air Minum
Pembuatan sumur bor
submersible, MCK,
Intake dan biaya
administrasi

—

PUPR

PUPR

Pengembangan pipa
distribusi PDAM dan
non BJPT pemasangan
listrik IPA,
pemasangan PLB
Boster dan biaya
administrasi

1

PUPR

Penambahan
Sambungan Rumah
(SR) ...

PUPR

Penambahan
kapasitas produksi PUPR

Penlitunan kebocoran
*ir

__H

PUPR

J .04.1.03,24

—Program Penyehatan
Lingkungan
Pemukiman

Optimalisasi SPAM
(untuk instalasi yang
rusak]
Cakupan layanan air
limbah domestic

PUPR

PUPR

Jumlah Penyediaan
infrastruktur
pengelolaan air limbah
domestic

PUPR

Sosialisasi Sarana dan
Prasarana sanitasi
lingkungan

DPMPD

Pengawasan kualitas
air minum DINKES

Proteksi sumber air
minum DIN KES
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No Kode Program Kegiatan OPD
Pelaksana

1.02.1.02.01
Kegiatan Sosialisasi „ .
„ , Pengawasan kuahtas
. . i . air minumLingkungan sehat

DINKES

• Proteksi sumber air
i minum DINKES i

1.02.1.02.01 Program ; „ ,
T . , ~ . i Pengawasan kuahtasLingkungan Senat : . ., air mmumPerumahan

DINKES

! Penvediaan Water Test
1 DINKESI Kit Puskesmas

4,2 Program dan Kegiatandi Bidang Sanitasi 2019-2021
Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019-2021

No Kode Program Kegiatan
OPD

Pelaksa ;
na i

L02.k02.01 Program ;
lingkungan sehat
perumahan

Kegiatan PAMSIMAS DINKES

; Pengadaan mal cetakan
: kloset DINKES

1.02.1.02.01 Program promosi ;

Kesehatan dan j

Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan pengembangan
system Komunikasi,
Informasi dan edukasi

Kegiatan pengembangan
promosi kesehatan

DINKES

DINKES
Kegiatan pengembangan
hidup bersih dan sehat DINKES

Kegiatan peningkatan peran
serta masyarakat dalam
PHBS (penyuluhan,
pemicuan dan wirausaha
sanitasi)

DINKES

1.02.1.02.01. i Program
i Pengembangan
: Lingkungan Sehat

Jumlah kader yang dibina
PPSP DINKES

1Jumlah sekolah yang dilatih
STBM

DINKES

Sosialisasi desa dengan
BABS (ODF)

DINKES !

Sosialisasi Puskesmas yang
melaksanakan kesehatan
keija

DINKES

Pembangunan Sarana CTPS i DINKES
1

1

Program
Pengembangan
Kineija

Sosialisasi capaian layanan
Pengelolaan persampahan

1

DLH
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No Kode Program Kegiatan
OPD

Pelaksa
na

Pengelolaan
Persampahan
Program
pengelolaan RTH

Sosialisasi Ruang Terbuka
Hijau (RTH) yang terkelola _ DLH

Program
pengembangan
dan pengelolaan
taman

Sosialisasi taman yang
telah terkelola DLH

Program
perlindungan
konservasi
Sumber Daya
Alam

Sosialisasi SDA yang
terkelola dengan balk .

DLH

Program, pen gen-
dalian pencemar-
an dan perusak-
kan lingkungan

Sosialisasi basil 1
pemantauan kualitas
lingkungan yang memenilhi
baku mutu

DLH

Sosialisasi lingkungan :
usaha/ kegiatan yang
terkelola dengan baik

DLH

1

Program
peningkatan
kualitas dan

j akses informasi
IsDA dan LH

Jumlah ketersediaan data/
informasi SDA dan LH yang
dapat diakses

DLH
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BAB V
KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan

untuk mengelahui perkiraan investasi yang akan diper]ukan dalam rangka

pcncapaian target RPJMN 2019. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan

pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan

program /kegia1an yang lebih efektif dan efisien dalam menca pa i kineija

yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang

diperlukan daerah sebagai pertimbangkan dalam peningkatan alokasi

anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam peatmusan program

dan kegiatan yang diusuikan untuk didanai APBD provinsi, APBN, CSR

dan masyarakat.

Upaya pcncapaian target kinerja AMPL Kabupaten Pringscwu sampai

dengan Tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung

dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkail, baik dari segi

sumber daya manusia, sumber daya alam maupun pendanaan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang

maLang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL.

Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka

pcncapaian target kinetja AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

Tamba han akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target

Kabupaten /Kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan

tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan

menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan

masyarakat dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan

pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi

air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses

yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan

masyarakat, dan kombinasi keduanya.
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Perhitungan investasi pelayanan air minum untuk perdesaan

menggunakan metode pendekatan bcrbasis masyarakat (mengacu dari

kegiatan Pamsimas) yaitu sebesar Rp. 340,000,- per jiwa sedangkan untuk

perhitungan investasi perkotaan mengacu pada kegiatan PDAM Kabupaten

Pringsewu yang diasumsikan sebesar Rp.1.000.000,- per jiwa.

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator
Kondisi
saat ini
(2018)

Kondisi
2021

Tambahan
cakupan

pelayanan

Biaya
investasi

per
orang (Rp)

Kebutuhan
investasi sd 2019

Jumlah penduduk 399.357
jiwa

411.458
jiwa

- Perkotaan
|

323.670
jiwa

335.061
jiwa .

- Perdesaan 75.687
jiwa

76.397
jiwa

Jumlah penduduk
yang dilayani

339 624
jiwa

275,290’
jiwa

411.458
jiwa 71.834 jiwa

- Perkotaan 335.061
jiwa 59.77 L jiwa 1.000.000

59,771.000.000

- Perdesaan 64.334
jiwa

76.397
jiwa 12.063 jiwa 340.000 4.101.420.000

- 1
Cakupan
penduduk yang
dilayani

85,0% 100% 15,0%

- Perkotaan 85,0% 100% 15,0%
- Perdesaan 85,0% 100% 15,0%
Berbasis Lembaga
dan Masyarakat
A. PDAM 1 1,48 15,61%
B.Berbasis
masyarakat 88,52% 84,39%

Total kebutuhan 63.872.420.000

Untuk investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan

berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan

asumsi biaya investasi per Kepala Keluarga sebesar Rp.1,000.000,- dimana

berdasarkan rata-rata jumlah jiwa per KK untuk Kabupaten Pringsewu

berkisar sekitar 4 org/KK, maka biaya investasi per jiwa diasumsikan

sebesar Rp. 250.000,-

Tabcl 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator
Kondisi
saai mi
(20(8)

Kondisi
2021

Tambahan
cakupan

pelayanan

Biava
investasi
per orang

LM

Kebutuhan
investasi sd 2021

! Jumlah
1 penduduk

399.357
jiwa

411.458
jiwa
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Total kebutuhan 3.025-250.000

Indikator
Kondisi
saat ini
(2018}

Kondisi
2021

Tambahan
cakupan

pelayanan

Biaya
investasi
per orang

.. (Rp) ......

Kebutuhan
investasi sd 2021

- Pcrkotaan 323.870
jiwa

335.061
jiwa

- Perdesaan 75 687
jiwa

76.397
jiwa

Jamiah
penduduk
yang
dilayani

399.357
jiwa

411.458
jiwa 12.101 jiwra 250 000 3.025.250-000

- Perkotaan 323 870
jiwa

335.061
jiwa 11.191 jiwa

- Perdesaan 75.487
jiwa

76.397
jiwa. 910 jiwa

Cakupan
penduduk
yang
dilayani

100,0% 100,0%

- Perkotaan 100,0% 100,0%
Perdesaan 100,0% 100.0%

Berdasarkan capaian kincija AMPL Kabupaten Pringsewu sampai dengan

Tahun 2018, target pencapaian bidangair minum dan sanitasi, pada akhir

Tabun 2019 Kabupaten /Kata diharapkan mampu tctap kondisi 100%

penduduk memiliki akses air minum layak dan J 00% penduduk memiliki

akses sanitasi layak sesuai dengan target RPJMN Tahun 2019. Untuk

mencapai kondisi 1erscbut. diperkirakan kebutuhan investasi selama

Tahun 2019 - 2021 untuk air minum adalah Rp. 63.872.420.000,- dan

untuk sanitasi adalah Rp. 3 025.250.000,-. Dengan demikian. kebutuhan

investasi air minum dan sanitasi selama 2019 - 2021 mencapai

Rp.66.897.670.000,- atau Rp. 22.299,223.333,- per tahun.

Dengan rata-ruta realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten

Pringsewu adalah Rp. 16.190.000.000,- pertahun, maka hasil perhitungan

investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Pringsewu menunjukkan

perlunya:

1. anggaran AMPL difokuskan keperdesaan dengan melibatkan

masyarakat (berbasts masyarakat);

2. meningkatkan alokasi APBD dan APBN untuk AMPL melalui refocusing

program tahunan;
3, menggalang kerja sama pendanaan melalui dana CSR (dunia usaha)

untuk investasi AMPL di Kabupaten; dan

4. membetdayakan dana bantuan desa dari pusut dan Provinsi.
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5.2. Rencana Pcmbiavaar.

Tabel 5,3. Rencana Pembiavaan

NO
KEBIJAKAN /
PRIORJTAS ƒ

PROGRAM
/KEGJATAN

INI HKATOR / OUTPUT
CAPA]AN

S/D
2018

TARGET CAPAJAN AN( iGAKAN (Kp. 000.000, |
SUMBE

R
PENDA
NAAN

PELAK
SANA KET

o o

:

61
07

i

2020
il

1707
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17

1 Program yang bcrhuinjngan dcngan program peningkcitan cakupan dan kualilas pelayanan air riiinuin lu rbasis masyarakat

IJ Penycdiaan
Sarana Air Minum
dan Sanitasi
Berlïasis
Masyarakat
(PAMSTMAS 111)

Meningkatnva akses
SAM ƒS niasyarak«)1
[x drsami dan
rneniugk.il. dcrajal
krsrhala11 rnasyaiakat

Cakupan layunan air
minum

Caknpari Layanari air
limbab

20
desa

!

^^P
OEI 20

desa
20
desa

— 3.000
i

8.250

-,,.AmoUO

•x-

Al’HD
/
APBN

Pi

1.2 Program
Pengemba ngan
SPAM 1100

SR
i

1

11
00
SR

700
SR

nooSR
1

1

00
SR APHD/dak

;

PUPR
1.3 Program

Penvehatan
I.ingkuEgan
Pemukim a n

NS
OOP
1

700
SR

700
SR
ji

<

!

NdJd
29



NO

KEBMAKAN /
PRTO KITAS /
PROGRAM
/KEGTATAN

fNDIKATOR / OUTPUT

TARGET CARAIAN ANGG.3RAN (Rp. 000.001). )
SUMBE

R
PENDA
NAAN

PEJJkK
SANA

i

KET
CAJ >AIAN

S/D
2018 610?

J |

610? c
c

1

o

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 1 1 12 13 14 15 16 17
2 ['rogra in yang lx* rbu hunga n dengan program pejiingkatan akses pcnggunaan sanitasi yang 1ayak

2.1 Kegiaian
PAMS1MAS

Mc ningkatnya
pond ud uk yang
menggu nakan sarana
sa ni lasi yang memenuhi
syarat

100%
i1

.

.

1!

%0G
1

O
।—। 100% 009

11 '

500 oo
IC APBD OINKES

22 Prngnrlaaii mal
ctla ka is kiese!

l’cningkabmi akses
ja in ban schat

1
5
pkt

•

1
3

pkt
i i

13
pkt

1

15
pkt 130

i

130 150 \IJÖD
Prop DINKES

3 Program yang brrhiibungan dengun ptmicuan perubahan perilaku (PHBS)

3.1 Penga wasa n
kualitas air
min um

Prrsrntase kualiuis air
miiiuni yang mememihi
syh ra t keseha 1a n

1

00% s©

O 100% 100% Lü
QÖ OOI 100 q

2Q

3

t»
X

3
3.2 Proleksi snriibcr

air (ra ruim

Persrnlase pemliiduk
vang nirmiliki akses
terhadap air mmum
IxTkualitas

X
üS
O
O' %£6 1

00% O
X

o 00
L APBD DINKES

'

33 Pttlgawasan
kua litas air
minimi

Pciscntase kualitas air
rmiitiin yang memenuhi
syarat keschatan

1 1

j

00%
;111

O %00
1 1

00%
!

tö
Cl
Hf
TV JfNKES

... . _ . . _ _ _ _ _ _ _ _ —
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—
NO

KED1JAKAN /
PR1ORITAS /

PROGRAM
/KEGIATAN

J NDTKATOR / OUTPUT
capaian"

S/Jl
2018

1 2 3 4
3.4

i

Prate ksi sum her
air minuTil

Jumlah Puskesmas yang
inemihki Water Test kit —

3.5 kegiatan
pengombanga n
system
Komunikasi,
Informasi dan

Ttrbangunnya Sistim
Janngan Komunikasi

1

90%

edukasi

3.6 Kegia ia n
pengembanga n
promosi krsehahni

Terscdianya jaringa n
promosi kesehatan

90%

kt"' Kegiatan
ptngembai j£n n
hidup Iwusili dan

Terlaksanakannya
perobahan prilaku
hidup ruasyarakat

i

75%
schal

3.8
’’

Penyuruhan,
pemicuan dan
wirausaha snnitnsi

Terbangunnya prils k11
hidup schat
dimasyarakat 1 00%

TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp. 0003)00,-)
SUM BE

O',

a
o
X
x

1

2021
i

Cl
1—1o
IX 2020 <—1

Xo
X

K
PENDA
NAAN

PELAK
SANA KEI’

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

r? — oc

—
00
1

:

APHN
... . .

..O 90% xc6'x
C o

O
o
Cl

o
C\ APBD DINKES

. . -

2)
0s-

O ooi
:

ooi
:

100 GIMV
1 -

1 ih lC m ir:-
l> <hiav z

c
xÖ

O 100% 100
;

oo
1—1 OOI

•

APBD
:

DIMKES
i
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KEBLJAKAx\ /
i TARGET CAPAIAN ANGGARAN (Rp. 000.000,-]

SUMBE
1
1

x\0 PRI0R1TAS /
program’
/ KEGIATAN

INDICATOR / OUTPUT
CAPAIA5

S/D
2018 (1707

1

202
1

i

0
[

Oë
R

PENDA
NAAN

PELAK
S.AMA KET

1 2 3 4 6 7 5 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
3.9 Kegfatan

PAMSIMAS
Desa yang
nu*la ksa na kati STBM.

(peLititian Tim
STBM, Pelatüian
Wusan, pemicuan

dan kanipanye
sanitasi)

100% 100% c
S.O
C--"
O
O

o o
in in APBD/APBF Prop/APBN DINKES

3.10 Kegiatan
Penyelengga raan
PPSP

Dosa yang
Jliclaksana kan STBM O

Of
o
r>ï

a
(N

o if:
i"

in
[S

m APBD
i

_

3. ï i’’

3.12

Pengadaan Sq/t
Dispenser

Penibangunan
Sarana CTPS

Terscdianya So/ï
Dispenser

rrrsixjiaiiyn
inlraslrukuir Sarana
CT!*S 75%

.

75%
-_C

ft 75%
I

75%
1

,

1

,

ft

j4

......

O
1—1

o 50

1

0
1—4

in

-

WT3D
PropAPBD
Prop;

DTNKES
;

DINKES
E

4 Program -ang Ikxrh ub11nga n dr nga t i program pengelo1aan Iingkungan f
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KEBLJAKAN / CAPALAN
S/D
20 IS

NO PKIORITAS /
PROGR.W
/KEGIATAN

INDIKATOR / OUTPUT

L 2 3 4
4. 1 Program

Pengem hangar
Kincrja
Pengelolaan
Persampalian

Persentilsr rapaian
layanan pengrlnlaari
persam pa han

I

£
ƒ

4.2

4,3

Program
Pengelolaan RTH

Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Taman

Persen tase RTH yang
terkelola

Persentasv Taman yang
telah terkelola 100%

l’6% C

4,4 Program
Perlindungan
Konservas: alam

Perseiilasr SI )A yang
terkeloLi drngmi Imik Si

c

TARGET CAPA1AN ANGGARAN (Rp. 000.000,-)
SUMBE

R
PENDA
NAAN

PELAK
SANA KÊT01or 2020

1

20
1

9

1

ofor d
i

0 6 f 8 0 10 1 1 12 ; 13 14 1o 16 17

N
N

0^oc
1—I 1—1

t'Z9
I A

PHD Hi
(J

o ’-9
o'-

S IQ

IÖ
in
LO Ce •-H

tH |Q
0G

00 $ Q

^G
oo
1—1 100% O

r'-S

IQ 497 APBD DLH
£

^4 £
m a

<

33



Program yang jerhubungan dengan program prnguatan kelembagaan pengeloLmn air mini]in dan sanitasi di tingkat masvarakat

NO

KEB1JAKAN /
FRIORJTAS /

PROGRAM
/KEGIATAN

INDICATOR / OUTPUT
UAPAIAN

S/D
2018

TARG PT CAPAJAN ANGGARAN (Rp. 000.000,-)
SUM BE

R
PEN DA
NAAN

PE LAK
SANA KETO' IFO?.

1

2019 Tro?
1J

] 2 3 4 5 6 7 8 0 10 ] 1 12 13 14 15 16 f J 7
4,5 Program Persentasc hasil n r 1 "

Pr ngrndaaan
Pencemaran dan
Pcruwkan
Lingkungan Hidup

pcman;anan ku;i li tas
Ungkungan hidup yang
memenuhi bahan nintu %<

I

L

th
. ...
ih

ri

£
DI
J
I

4.6 Program Persentase hasil
.... - - •

Pr ngcndalian
Pencemaran dan
Pernsalean
Lingkungan Hidup

pernanta nan kuaI i tas
lingknngan hidup yang
mcmermhi bahan m u h ; 23% 27% 30% cS

inco
©

oc>
1—I

©o
r“

a

4.7 Program Jumlah ketersrdian
. — _

Peningkatan
Kuahms dan
Aksrs intónnasi
SOA dan LB

data/ informasi SOA
dan LH yang dapal
diakses

sp
C-s
O %00

1 1

00% £
’—••

©
o

[

HNtl
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NO
KEH1JAKAN /
PRIORITAS /

PROGRAM
/KEGIATAN

INDICATOR / OUTPUT
CAPAlAN

S/D
2018

1 2 3 4
5.’

5.2

Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana Air
Rersih dan
Sanitasi

Program

Persentase sarana dan
prasaracia sanitasi
lingkungan

Persen Ease Pt-kon yang
'

25%
1

5.3

Peningkatan
Partisipasi
MasyMtakat dalam
menibangim
Desa/ Pekon

Program

berpart isipasi daki in
peinbangunni) Desa

Fersentase sara na dan

-xPO''
O

Peningkatan
Partisipasi
Masyarakaï daiam
membangun
Desa/ Pekon

prasarana innum yang
dibangun serara
swakelo’a %0

1

i

10%

'

25%

TARGET CAPAJAN ANGGARAN (Rp. 000.000b )

PELAlx K ET

9 14 ; 16 17

O

Qo

c -

3

. SUMBE
R

PENDA
NAAN
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALDASI

Pemantauan dan Evaluasi sektor Air Minum dan Penvehatari

Lmgkungan (AMPLi bertujuan menetapkan kerangka kerja untuk
mengukur dan mcmperbaharui kond i si dasar AM PL dan memantau

dampak, basil sena kcluaran dari kegiatan sektor AMPL. Hal itu juga

bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran AMPL, rencana

pengembangan dan target tertentu AMPL, serfa pelaksanaan pada startdar

pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan sccara efektif Cara ini
dipakai sebagai aIat pen gendall yang dapat meningkatkan pembelajaran,
bansparansi dan proses pengambilan keputusan. Model Pemantauan dan
Evaluasi AMPL mi akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pembarigunan sektor AMPL sesuai dengan RAD-AMPL
Kabupaten Pringsewu

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tabun
2019-2021 pada dasamya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku
kepentingan (stakeholders) Kabupaten Pringsewu. Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tabun 2019 2021 pada lembaga
pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD)

terkait. untuk mrngetahui perkembangan pelaksanaan program dan
mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL Tahun 2019.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Tahun 2019-
2021 Kabupaten Pringsewu juga menerima masukan hasil pemantauan
dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperd

LSM, perguruan tmggi, lembaga penelitian, organicsi profesi dan media
massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga
Pemerintah Daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan
dikonsolidasi kan oleh Tim Penyusun RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu

Tahun 2019 - 2021 iintnk kemudian diiaporkan kepsda Bupau Pringsewu

melaiui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tahun
2019-2021 Kabupaten Pringsewu di tingkat iokai atau komunitas
sepenuhnya menupakan prakarsa dan kegiatan masymakat sendiri. Untuk

itu dapat dibcrikan pendampingan dan/aiau advokasi oleh Pokja
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AMPL/Tim Teknis Ka hu paten Pdngsewu maupun oleh LSM yang memiliki
kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangpnan

khususnya yang terkait dengan target RPJMN Tahun 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hash pelaksanaan RAD-xAM?L
adalah untuk mcmbrnkan infonnasi ten tang :

1. Tingkat pencapaian target kineija program dan kegiatan RAD-AMPL

berdasarkan hasii pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan Tahun

2021.

2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya

3. Perbaikan/penycsuaian yang diperlukan terhadap program/ kegiatan
RAD-AMPL unluk tahun pelaksanaan berikutnya

6.1 Mekanisme Pemantauandan Evaluasi

Pemantauan pelaksanaan atau implememasi untuk melihat atau
memantau sejauh mana kesesuaian rencana awa! dengan hasii atau

capaian investasi yang diberikan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat

dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa Hsik
maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat
implementasi.

Mekanisme pemantauandan evaluasi RAD AM Pi. mengacu pada

Pennendagn Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemnntauan dan evaluasi
terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut ;

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi

a. Tingkat pencapaian target kineija program pada tahun pelaksariaan
dan kumuladf sampai dengan tahun pelaksanaan;

b. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan
dan kunutlalir sampai dengan tahun pelaksanaan.

2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
a Pemantaimri pelaksanakan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 kali

dalam setahun;

b. Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir
tahun pelaksanaan.

3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
a. Kepala OPD kahupaten melakukan pemantauan dan evaluasi

program/ kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD
masing masing,
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b. Kepala OPU melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL (Pokja RAD
AMPL) menyam paikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;

c Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada

Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL aras
kinerja pcmbangunan air minum dan penvehatan lingkungan

daerah;

d. Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menghimpun dan menganalisis
laporan selmuh OPD pelaksana RAD-AMPL dan masyarakat
kemudian melaporkannya kepada Kepala Bappeda;

e, Kepala Bappeda Kabupaten melakukan eva!u asi terhadap laporan
basil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis
Penyusun RAD-AMPL

f. Dalam ha) evaluasi dari bast! pemantauan ditemukan adanva

ketidak sesuaian/penyunpangan, Kepala Bappeda menyampaikan
rekomendasi clan langkah-Iangkah penyempumaan untuk

ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
g Kepala OPD menyampaikan basil tindak lanjut

perbaikan/penyempuimaan kepada Kepala Bappeda;

h. Kepala Bappeda melaporkan basil pemantauan dan evaluasi kepada
Bupati.

4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AM Pb

a. Mengadakan pembahasan (misaln_\a melalui ra pat keija, rapat

komisi) basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL:
b. Mendoiong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL;

< Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk

pengembangan kapasitas dan kompetensi Keiom pok Pengelola

Sistim Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (HPSPAMS) dalam

menycdia ka n pelayananairminumdan sanitasi perdesaan.
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Target KAI J Ta hun ke- Kealisasi Capaimi nihun ke-

,ia201M

FRah. ajpaian kincrfa (%)

ran
AMI1

Data
Cap '

aian
pd

Awal
Pere .

nca
naan '

Target
Capaian

Akhir
Tahun
Perenca

naan

N
: o

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.
Tabei. 6. 1 . Formulir Pemantauan. dan Evaluasi RAD AMPL 2019-2021

D ograindik
' m/ a tor
Krgiai Kiner

Pirdikai kincrjn
jTtktnr prndomng pencapaian kinerja:
Raklor pcnghannhat:

i Usuki 1 1 1 i riflak farijut pada RKPD berikutnyn:
Cabjuin: K - kinrrj.t; Kp - Ang&aran
Kornnar fljsuKun srsmu i(»rmat evaluasiHasil RPJMU daLun Pcjnu ndagri NO 54/2010

Kasin Capaian pada Tabun
ke-

. ...
Po<]a AMP^TTK

KAB.-KUA

Mengeer ji

;anggai
.<eDala SaDpeda

KAB.X0TA

^■eryet^jui
tangos

Eupaa/Wali-roa
KAB/KOTA
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Petunjuk Pengisiam
1. Kolom (1.) diisi dengan nomor urutan pengisian.
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL Tahun 2018 sebagaimana

tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasa ran Pembangunan AMPL
Kab/Kota s d. Tahun 2021.

3. Kolom (3) dusi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap
sasaran. Set ia p program diikuti dengan kegiaiannva,

4. Kolom (4] diisi dengan indikator outcome program untuk baris
program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan.

5. Kolom (5} diisi dengan data outcome program untukbaris program
dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun
terakhir yang digu nakan pada penyusunan RAD-AMPL.

6. Kolom (6) K diisi dengan target outcorna program untuk baris
program dan target, output kegiatan unluk baris kegiatan sampai
dengan Tahun 2018.

7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris
program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan
pada Tahun 202 1

8. Kolom |8j sampai dengan kolom lil) diisi dengan cara vang sama
dengan kolom (7)
Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harms sama
dengan target kinerja pada Kolom (6), dernikian ju ga dengan target
anggaran.

Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (1 1) dapat bent pa
target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama
dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target
anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11)
dilakukan sec ara kumulatif. maka penghitungan realisasi capaian
pada Kolom (12) sd (16) ju ga harus secara kumulatif.

9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi program untuk baris
program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada
tahun 201 1

10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama
dengan kolom ( 1 2)

11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandmgan) antara Kolom (12) K
dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam pc rsen tase Kolom (17) Rp
diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp, dengan
Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentasr

12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama
dengan kolom ( 1 7)

13. Kolom (22) dÜHÏ drogen QPD pelaksana/p/’ii.'inggtrng jawab kegiatan
14. Baris “Rata rata capaian kinerja7’ düsikan dengan rata-rata rasio

capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang
dievaluasi

15. Baris Tredikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati
oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang
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dari 30%, renda h jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika
rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih
dari 80%.

16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kirierja” diisikan dengan
faktor-faktor yang dinilai perla di pertahankan agar kinerja dapat.
dipertahan kan /d i1 i ngkatkan

17, Baris Tak tor penghambat" diisikan dengan faktor-faktor yang
dinilai harlis di.nasi/ diminimalisir pada tahun pelaksanaan
berikutnya

18. Bans "Usulan tindak lanjut pada RKPB berikutriYa" diisikan dengan
rekomendasi tindak lanjut dalam bent uk kebijakan, prosedur
peiaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangari
anggaran program/ kegiatan pada RKPD berikutnya.



BAB VII
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD
AMPL) Kabupaten Pringsewu dimaksudkan sebagai arah dan pedcman
umum penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan xAMPL selama
kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan AMPL yang
ditargetkan dapat dkapai di Tahun 2019 dapat dijaclikan sebagai salah
satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih balk
dalam mensejah terakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air
minum dan penyehaian lingkungan bukanlah masalah yang harus
diselesaikan o)eh Pcmcrintah Kabupaten Pringsewu saja, namun oleh
seluruh masyarakat Pringscwy. termasuk masyarakat >ang menjadi

sasaran pemenntah Kabupaten Pnngsewu mendukung dan melaksanakan
upaya pengembangan AM PL

Terkait dengan sosio kultural masyarakat, upaya pengembangan
AMPL tidak akan bcrhasil apabila tidak diimbangi dengan program
penyadaran masyarakat (public awareness) yaitu sebuah upaya untuk
mengurangi atau hahkan menghapuskan mental dan budaya miskin
dengan jalan mengingalkan. meyakinkan dan memberikan semangat
kepada masyarakat agar Ix'rusaha untitk bangkit dari kemiskirtan dengan
rnelakukan kerja keras dan membiasakan din untuk malu menerima
bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi dianlara stakeholders periu dioptimalkan, terntama
dalam hal penen tuan target dan sasaian program kegiatan
penanggulangan AM PL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten,
Kecamatan. Desa sampat ke tingkat keiompok sasaran. Ini untuk
menghindari terjadinui tumpang tindih maupun terlewatnya sasaran
pengembangan AM PL,

Percepatan Pencapaian RAD-AM PL ini memerlukan dukungan dan
peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah,
DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat,
swasta dan lembaga internasional, Keter!iba tan dan dukungan ini
diharapkan terus brdanjut sampai pada pelaksanaan rencana aksi
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program Percepatan Pencapaian Target RPJMN Tahun 2019 dan cvaluasi

pencapaian hasil. Keterlibatan seluruh pelaku pc m bangunan diharapkan

akan tnendorong terbangunnya sebuah kt:samaan cara pandarig,

kcsepakatan dan sinergi < ia lam melakukan upaya Percepatan Pcncapaian

RAD-AMPU

Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapajan Target RAD

AMPL mi merupakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik

di lingkungan pemerintahan manpun masyarakat dalam melakukan upaya

Percepatan Pencapaian Target RAD-AMPL. Dokumtn RAD-AMPL ini akan

beriaku sebagai acuan ria lam melakukan upaya Percepatan Pencapaian

Target RAD-AMPL dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dokumcu
ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan

perkembangan lingkungan. Dokumen RAD-AM PL mi diharapkan akan
mampu menjadi pembawa a rail bagi upaya Percepatan Pencapaian Target

RAD-AMPL dan penciptaan kesejahteraan bagi warga masyarakat di

Ka bupaten Pringsewu.

BUPAT1 PRINGSEWU,
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